PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 100.3.3/KEP.23-PIMP.DPRD /2025
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 903/Kep.520-BPKAD/2025 tentang Evaluasi
Pertanggung Jawaban Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupat
Majalengka Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Maka berdasarkan Pasal
99 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati
bersama DPRD melakukan Penyempurnaan Hasil Evaluasi,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Persetujuan Pimpinan DPRD

: dimaksud dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 630);

an Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
elolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

or 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah  Kabupaten

Majalengka Tahun 2014 Nomor 95);

Peratur
Pedoman Teknis Peng
Republik Indonesia Tahun 2020 Nom
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2017 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah  Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2021
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang
Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran
2024 Realisasi Anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja
Surplus (Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
' Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)

KETIGA : : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang
Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran
2024 Pasca Evaluasi Gubernur Realisasi Anggarannya adalah sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja
Surplus (Defisit)

3. Pembiayaan
c. Penerimaan
d. Pengeluaran
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)
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KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan
atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA
DIDI SUP 1
WAKIL KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD
DEDEN IAN NARAYANTO ASEP EKA MULYANA
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